
Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 
NOMOR 42 TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
TAHUN 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2026; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 194,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987 ) ;  
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2016  tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016  Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019  ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18  Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 
187,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614 ) ;  

8 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697); 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 3  Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323) ;  

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 1 3 1 2 ) ;  

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019  
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

1 2 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781 ) ;  

13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019  tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845); 

14 .  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Tahun 2025-2029; 

15 .  Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 
Tahun 2017  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Riau Tahun 201 7 Nomor 1 ,  Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43 ) ;  



Menetapkan 

16 .  Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 
Tahun 2021  tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55) ;  

1  7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025­ 
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 
2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Riau Nomor 67); 

18 .  Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3 Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70); 

19 .  Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 
909); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 
1 .  Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. 
2 .  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau. 
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
rencana yang memuat program dan kegiatan yang 
diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam 
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 

6 .  Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7 .  Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA 
adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang 
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun. 

Pasal 2 
( 1 )  Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, 

lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator 
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi 
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman 
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kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. 
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah 
dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. 

Pasal 4 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan 
Riau. 

Ditetapkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 

Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR . 1 0 6 2  
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